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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari perumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam pembahasan maka 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Badan pengawas pemilu dalam menyelesaiakan pelanggaran kode etik  

kewenangannya adalah membentuk Majelis untuk menegakan kode etik yang 

ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini sebagaimana 

disebutkan Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017 bahwa Majelis bertugas 

memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai yang diduga 

melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan Saksi, alat bukti lainnya, 

dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis. Lebih lanjut 

dijelaskan dalam pasal 25 ayat (3) bahwa dalam hal keputusan hasil sidang 

Majelis menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum, Majelis menyampaikan rekomendasi/aduan 

kepada DKPP untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu bertugas pengawasi 

pelaksanaan putusan DKPP untuk di tindak lanjuti.  Sebagaimana telah 

disebutkan dalam Pasal 35 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan pengawas 
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Pemilihan mengawasi atas pelaksanaan putusan pengadilan dan putusan 

DKPP. 

2. Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo yang diadili di DKPP 

yaitu laporan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo 

terhadap ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo yang 

dianggap melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan 

Pengaduan 186/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang diregistrasi 

dengan Perkara Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015,
1
 pada pokonya memberikan 

sanksi pemberhentian tetap kepada teradu yakni Ketua Bawaslu dan terkait 

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. DKPP dalam Perkara ini 

berkesimpulan bahwa : 

1. Mengabulkan  pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 

2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas 

nama Hasyim Wantu selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu 

Provinsi Gorontalo, dan Pihak Terkait atas nama Darwin Botutihe 

selaku Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo terhitung sejak 

dibacakannya Putusan ini; 

3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk 

menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan 

dibacakan; 

                                                           
1
 Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Diunduh dari laman : www.dkpp.co.id 
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4. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Republik Indonesia untuk mengembalikan Burhanudin Alpiah 

selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo ke Pemerintah 

Daerah Provinsi Gorontalo, dan melakukan evaluasi menyeluruh 

terhadap Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo terhitung 

sejak dibacakannya Putusan ini; 

5. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling 

lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan; 

6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk 

mengawasi pelaksanaan Putusan ini. 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai perbuatan 

Teradu, dan pihak Terkait selaku Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi 

Gorontalo telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 huruf a tentang kewajiban 

memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu, Pasal 

15 huruf f dan g tentang kewajiban bertindak berdasarkan standar operasional 

prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan kewajiban 

melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi, 

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. 

Dalam putusan DKPP tersebut telah memuat tiga unsur yaitu keadilan 
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(Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtsicherheit), dan kemanfaatan 

(Zwechtmassigkeit). 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari tulisan ini, peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang ada di setiap provinsi yang sudah ada 

seharusnya bisa menjadi badan permanen dengan tugas dan wewenang yang 

sama, tidak lagi sebagai sesuatu yang ad hoc. 

2. Meningkatkan sosialisasi tentang etika penyelenggara pemilu secara massif, 

baik kepada jajaran Bawaslu maupun kepada masyarakat secara luas, sebagai 

upaya preventif terjadinya  pelanggaran. 

3. Proses rekrutmen atau seleksi calon anggota Bawaslu harus dilakukan dengan 

lebih baik dan profesional lagi. Karena suatu pelanggaran dapat terjadi 

terindikasi dari penyelenggara pemilu yang tidak memiliki kredibilitas dan 

integritas yang tinggi. 
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